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Abstract. The rapid development of information technology has transformed commercial 

activities into digital-based transactions conducted through e-commerce platforms. This 

transformation has created new legal relationships between business actors and 

consumers in the form of digital contracts that establish the rights and obligations of the 

parties involved in electronic transactions. The purpose of this article is to analyze legal 

protection for consumers against breach of contract in digital agreements by examining 

the provisions of the Consumer Protection Law and the Electronic Information and 

Transactions Law. This study uses a qualitative research method with a descriptive 

analytical approach through a literature study based on legislation, legal books, 

academic journals, and relevant previous research. The discussion indicates that digital 

contracts have the same legal validity as conventional agreements as long as they meet 

the legal requirements of contracts under civil law. Consumer protection in digital 

transactions has been regulated under the Consumer Protection Law and the Electronic 

Information and Transactions Law; however, several practical issues remain, including 

breaches by business actors, discrepancies between products and their descriptions, the 

use of standard contracts that may disadvantage consumers, and limitations in 

supervision and dispute resolution mechanisms. These conditions demonstrate that the 

implementation of consumer legal protection in electronic transactions still requires 

stronger law enforcement, improved supervision of digital trade practices, and greater 

public legal awareness. The study concludes that although a legal framework already 

exists, the effectiveness of consumer protection in digital contracts still requires more 

adaptive policies to respond to the evolving dynamics of electronic commerce. 
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Abstrak. Transformasi perdagangan digital melalui perkembangan teknologi informasi 

telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang menghubungkan 

pelaku usaha dan konsumen melalui sistem e-commerce. Perubahan tersebut melahirkan 

hubungan hukum baru dalam bentuk kontrak digital yang menjadi dasar lahirnya hak dan 

kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk 

menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap wanprestasi dalam kontrak digital 

dengan meninjau ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif melalui studi kepustakaan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta penelitian 

terdahulu yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kontrak digital memiliki 

keabsahan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi 

syarat sah perjanjian dalam hukum perdata. Perlindungan konsumen dalam transaksi 

digital telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai 

permasalahan seperti wanprestasi pelaku usaha, ketidaksesuaian produk dengan 

deskripsi, penggunaan kontrak baku yang merugikan konsumen, serta keterbatasan 

mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa implementasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik 

masih memerlukan penguatan melalui penegakan hukum, pengawasan terhadap praktik 

perdagangan digital, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas perlindungan 

konsumen dalam kontrak digital masih memerlukan pengembangan kebijakan yang lebih 

adaptif terhadap dinamika perdagangan elektronik. 

 

Kata kunci: Kontrak digital, perlindungan konsumen, wanprestasi, transaksi elektronik 

 

LATAR BELAKANG  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan 

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan 

perdagangan dan aktivitas ekonomi. Transformasi digital mendorong terciptanya 

berbagai bentuk transaksi berbasis elektronik yang memungkinkan proses jual beli 

dilakukan secara lebih cepat dan efisien (Kamila et al., 2025). Masyarakat kini dapat 

melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pelaku usaha. 

Keberadaan platform e-commerce serta berbagai layanan digital lainnya semakin 

memperluas ruang interaksi ekonomi antara produsen dan konsumen. Kondisi tersebut 

membentuk pola hubungan hukum baru yang muncul melalui kontrak digital sebagai 

dasar kesepakatan para pihak dalam transaksi elektronik (Mahera et al., 2025). 

Kontrak digital merupakan bentuk perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik 

dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media penghubung antara pelaku usaha 



dan konsumen (Salsabila & Ispriyarso, 2023). Perjanjian tersebut pada umumnya 

berbentuk kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan disediakan 

dalam platform digital. Konsumen seringkali hanya diberikan pilihan untuk menyetujui 

atau menolak seluruh ketentuan yang telah ditetapkan tanpa kesempatan untuk melakukan 

negosiasi terhadap isi perjanjian. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan 

ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen sehingga membuka 

kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam pelaksanaan 

kontrak digital. 

Permasalahan hukum yang sering muncul dalam transaksi digital berkaitan dengan 

tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan 

dalam kontrak elektronik (Ismi Lailatul Maulida, 2026). Kondisi tersebut dikenal sebagai 

wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, khususnya konsumen. 

Bentuk wanprestasi dalam transaksi digital dapat berupa keterlambatan pengiriman 

barang, ketidaksesuaian produk dengan deskripsi yang ditawarkan, hingga kegagalan 

penyedia layanan digital dalam memberikan layanan sesuai dengan perjanjian. Situasi ini 

menunjukkan bahwa meskipun transaksi digital memberikan berbagai kemudahan bagi 

masyarakat, risiko pelanggaran terhadap hak konsumen tetap menjadi persoalan yang 

perlu mendapatkan perhatian dalam perspektif hukum. 

Peningkatan jumlah transaksi digital juga diikuti oleh meningkatnya potensi 

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Transaksi yang dilakukan secara daring 

tidak mempertemukan para pihak secara langsung sehingga menimbulkan keterbatasan 

bagi konsumen dalam memverifikasi keaslian produk maupun kredibilitas pelaku usaha. 

Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan berbagai bentuk kerugian apabila pelaku 

usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam 

kontrak digital. Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen sekaligus menciptakan rasa aman dalam 

melakukan transaksi elektronik. 

Kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada dasarnya telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen serta kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh pelaku usaha (Suwandono et al., 2024). Pengaturan mengenai transaksi berbasis 
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elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (Randy Lapian, Deasy Soeikromo, 

Mamengko4, 2024). Kedua regulasi tersebut menjadi landasan hukum penting dalam 

mengatur aktivitas perdagangan digital serta memberikan perlindungan hukum bagi 

konsumen apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kontrak elektronik yang telah 

disepakati. 

Penerapan regulasi tersebut dalam praktik menunjukkan bahwa perlindungan 

hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital masih menghadapi berbagai tantangan. 

Kompleksitas sistem transaksi elektronik serta keterlibatan berbagai pihak dalam proses 

perdagangan digital seringkali menyulitkan konsumen dalam menuntut haknya ketika 

terjadi wanprestasi. Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar dan Chairunnisa (2024) 

menunjukkan bahwa transaksi e-commerce kerap menimbulkan berbagai permasalahan 

seperti ketidaksesuaian produk dengan deskripsi yang ditawarkan, kesulitan dalam proses 

penyelesaian sengketa, serta potensi penipuan dan kebocoran data konsumen. Temuan 

tersebut memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi 

perlindungan konsumen dalam transaksi digital masih memerlukan penguatan. 

Hubungan hukum yang terbentuk dalam transaksi elektronik juga memiliki 

karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan transaksi konvensional. Interaksi 

dalam perdagangan digital tidak hanya melibatkan pelaku usaha dan konsumen, tetapi 

juga berbagai pihak lain yang berperan dalam sistem transaksi elektronik. Kompleksitas 

tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam menentukan tanggung jawab 

hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Sari dan Irawaty (2024) 

menjelaskan bahwa transaksi produk digital melibatkan berbagai pihak seperti merchant, 

konsumen, acquirer, issuer, serta certification authority yang membentuk hubungan 

hukum multilapis dengan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan peran masing-

masing pihak dalam sistem transaksi elektronik. 

Fenomena wanprestasi dalam transaksi digital juga menunjukkan bahwa posisi 

konsumen seringkali berada pada kondisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku 

usaha. Ketidakseimbangan informasi serta keterbatasan akses terhadap mekanisme 

penyelesaian sengketa menjadi faktor yang mempersulit konsumen dalam memperoleh 

haknya ketika terjadi pelanggaran kontrak. Penelitian yang dilakukan oleh Alifiona dan 



Suwondo (2023) mengungkapkan bahwa transaksi e-commerce memberikan peluang 

terjadinya wanprestasi karena tidak adanya pertemuan langsung antara penjual dan 

pembeli, sehingga pelaku usaha dapat melakukan pelanggaran terhadap perjanjian seperti 

mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam sistem perdagangan 

daring. 

Dinamika perkembangan transaksi digital menunjukkan bahwa keberadaan regulasi 

saja belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen. 

Implementasi aturan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan yang 

berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, kebijakan platform digital, serta 

mekanisme penegakan tanggung jawab pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah 

memberikan dasar hukum yang cukup kuat dalam melindungi konsumen dari wanprestasi 

dalam perjanjian elektronik. Kendala implementasi masih sering muncul akibat kebijakan 

platform yang belum sepenuhnya berpihak kepada konsumen serta rendahnya 

pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya dalam transaksi digital. 

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif 

untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum konsumen atas 

wanprestasi dalam kontrak digital berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap norma hukum, konsep, serta 

fenomena yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam transaksi digital. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai 

sumber literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, 

jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan 

konsumen dan transaksi elektronik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

deskriptif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai 

konsep hukum yang berkaitan dengan wanprestasi dalam kontrak digital guna 

memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum bagi 

konsumen dalam transaksi elektronik.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Perkembangan perdagangan berbasis digital di Indonesia telah melahirkan bentuk 

hubungan hukum baru yang diwujudkan melalui kontrak elektronik antara pelaku usaha 

dan konsumen. Kontrak digital dalam transaksi e-commerce menjadi dasar lahirnya hak 

dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagaimana halnya dalam perjanjian 

konvensional. Keabsahan hubungan hukum tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip 

dasar hukum perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan 

terhadap kontrak elektronik memberikan legitimasi bahwa transaksi digital memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat sehingga setiap pihak berkewajiban melaksanakan isi 

perjanjian secara itikad baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Keabsahan kontrak digital pada dasarnya tetap merujuk pada ketentuan umum 

hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila 

memenuhi empat syarat utama yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk 

membuat perjanjian, objek tertentu, serta sebab yang halal. Prinsip ini juga berlaku dalam 

transaksi elektronik yang dilakukan melalui sistem digital. Kesepakatan dalam kontrak 

digital biasanya diwujudkan melalui mekanisme persetujuan elektronik seperti klik 

persetujuan atau penerimaan syarat dan ketentuan yang disediakan oleh platform 

perdagangan elektronik. 

Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan 

penguatan terhadap legitimasi kontrak digital dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi 

tersebut mengakui bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki 

kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Perlindungan terhadap kepastian 

hukum dalam transaksi elektronik menjadi penting untuk memastikan bahwa aktivitas 

perdagangan digital dapat berjalan secara aman dan dapat dipercaya oleh masyarakat. 

Hubungan hukum yang terbentuk dalam transaksi e-commerce tidak hanya 

menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak, tetapi juga memunculkan tanggung 



jawab hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Wanprestasi dalam kontrak 

digital dapat terjadi ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang 

telah disepakati dalam sistem transaksi elektronik. Bentuk wanprestasi tersebut dapat 

berupa keterlambatan pengiriman barang, ketidaksesuaian produk dengan informasi yang 

ditampilkan, hingga kegagalan dalam memberikan layanan yang telah dibayarkan oleh 

konsumen. 

Permasalahan wanprestasi dalam transaksi digital seringkali berkaitan dengan 

ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki 

kontrol yang lebih besar terhadap sistem transaksi, informasi produk, serta ketentuan 

kontrak yang digunakan dalam platform digital. Kondisi ini menimbulkan kerentanan 

bagi konsumen karena keterbatasan informasi yang dimiliki dalam proses pengambilan 

keputusan transaksi. Situasi tersebut memperlihatkan pentingnya keberadaan mekanisme 

perlindungan hukum yang mampu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para 

pihak dalam transaksi digital (Ridwan et al., 2025). 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum bagi 

konsumen untuk memperoleh perlindungan terhadap berbagai bentuk kerugian yang 

timbul akibat transaksi perdagangan. Regulasi ini menegaskan bahwa konsumen berhak 

memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang 

atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban 

untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian 

akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. 

Penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce 

menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada proses 

penjualan, tetapi juga mencakup kualitas produk serta kesesuaian antara informasi yang 

disampaikan dengan kondisi barang yang diterima oleh konsumen. Ketidaksesuaian 

tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi 

hukum bagi pelaku usaha. Hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi menjadi bagian 

penting dalam menjaga keseimbangan hubungan kontraktual dalam transaksi digital. 

Praktik perdagangan digital menunjukkan bahwa kasus wanprestasi masih sering 

terjadi meskipun regulasi perlindungan konsumen telah tersedia. Fenomena ini dapat 

dilihat dari berbagai keluhan konsumen terkait barang yang tidak sesuai dengan deskripsi 



 
 
 
 

   
 Perlindungan Hukum Konsumen Atas Wanprestasi dalam Kontrak Digital : Tinjauan UU Perlindungan 

Konsumen dan UU ITE 

742     JCHI -  Vol. 2 No. 1 Maret 2026 

 
 
 
 

atau kualitas yang dijanjikan dalam platform e-commerce. Erianto, Adyuanas, Syaharani, 

Mulyana, dan Thalib (2025) menjelaskan bahwa salah satu bentuk wanprestasi yang 

paling sering terjadi dalam transaksi e-commerce adalah ketidaksesuaian barang dengan 

deskripsi produk yang ditampilkan oleh pelaku usaha dalam platform digital. 

Permasalahan lain yang muncul dalam transaksi digital berkaitan dengan 

penggunaan kontrak baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Kontrak 

tersebut umumnya memuat berbagai klausula yang harus disetujui oleh konsumen 

sebelum melakukan transaksi. Konsumen seringkali tidak memiliki kesempatan untuk 

melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian sehingga hanya dapat menerima ketentuan 

yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan 

hubungan hukum dalam kontrak digital. 

Penggunaan kontrak baku dalam transaksi digital juga berpotensi menimbulkan 

klausula yang merugikan konsumen apabila tidak diawasi secara ketat. Klausula tersebut 

dapat membatasi tanggung jawab pelaku usaha atau bahkan mengurangi hak konsumen 

untuk memperoleh ganti rugi ketika terjadi pelanggaran kontrak. Triana et al (2026) 

menjelaskan bahwa kontrak baku dalam transaksi digital secara formal memang sah, 

namun secara substantif seringkali bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual 

karena memuat klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebenarnya telah memberikan batasan 

terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 18 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula 

yang menghilangkan tanggung jawab atau membatasi hak konsumen dalam memperoleh 

ganti rugi (Anggriawan, 2025). Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa 

hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen tetap berjalan secara adil dan 

seimbang dalam praktik perdagangan. 

Meskipun pengaturan mengenai klausula baku telah tersedia dalam sistem hukum 

nasional, implementasinya dalam praktik transaksi digital masih menghadapi berbagai 

kendala. Banyak konsumen yang tidak memahami isi kontrak digital yang mereka setujui 

sebelum melakukan transaksi. Kurangnya literasi hukum masyarakat menyebabkan 

konsumen seringkali tidak menyadari bahwa terdapat klausula yang berpotensi 

merugikan mereka dalam kontrak elektronik yang digunakan oleh platform digital. 



Permasalahan perlindungan konsumen dalam transaksi digital juga berkaitan 

dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi konsumen. Sengketa yang 

timbul akibat wanprestasi dalam kontrak digital dapat diselesaikan melalui jalur litigasi 

maupun non litigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alternatif penyelesaian 

sengketa seperti mediasi atau arbitrase seringkali menjadi pilihan karena dianggap lebih 

efisien dibandingkan dengan proses pengadilan yang memerlukan waktu dan biaya yang 

lebih besar. 

Keabsahan perjanjian jual beli melalui e-commerce berkaitan erat dengan 

pengakuan terhadap sistem transaksi elektronik sebagai sarana yang sah dalam 

membentuk hubungan kontraktual antara para pihak. Perkembangan teknologi informasi 

telah memungkinkan terjadinya proses kesepakatan tanpa pertemuan langsung, 

melainkan melalui media digital yang memfasilitasi penawaran, penerimaan, serta 

pelaksanaan transaksi secara elektronik. Dalam konteks hukum perdata, hubungan hukum 

yang timbul dari transaksi tersebut tetap dianggap sebagai perjanjian sepanjang 

memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam suatu perjanjian. 

Vebriani dan Danyathi (2025) menjelaskan bahwa perjanjian jual beli yang 

dilakukan melalui sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan 

perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur 

dalam hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan 

secara digital tidak mengurangi keabsahan maupun kekuatan mengikatnya bagi para 

pihak. Dengan demikian, pengakuan terhadap transaksi elektronik semakin memperkuat 

posisi hukum kontrak digital dalam sistem hukum Indonesia serta memberikan kepastian 

hukum dalam praktik perdagangan berbasis e-commerce. 

Kerangka hukum yang mengatur transaksi digital pada dasarnya telah memberikan 

dasar yang cukup kuat bagi perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik. 

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik menunjukkan komitmen negara dalam memberikan kepastian 

hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi digital. Kedua regulasi tersebut saling 

melengkapi dalam mengatur aspek perlindungan konsumen serta keabsahan sistem 

transaksi elektronik. 
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Implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-

commerce tetap memerlukan penguatan dalam berbagai aspek. Fista, Machmud, dan 

Suartini (2023) menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

telah menjadi payung hukum bagi masyarakat, praktik pelanggaran terhadap hak 

konsumen dalam transaksi elektronik masih sering terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup tanpa diikuti dengan penegakan hukum 

yang efektif. 

Permasalahan lain yang sering muncul berkaitan dengan keterbatasan pengawasan 

terhadap aktivitas pelaku usaha dalam platform digital. Sistem perdagangan elektronik 

yang melibatkan berbagai pihak membuat pengawasan terhadap praktik perdagangan 

menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan perdagangan konvensional (Viola et al., 

2025). Situasi tersebut menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk 

memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Kompleksitas hubungan kontraktual dalam transaksi e-commerce juga 

menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak dapat hanya bergantung pada regulasi 

formal semata. Sebubakar  (2024) menjelaskan bahwa dinamika kontrak dalam 

perdagangan elektronik menuntut adanya pengembangan kebijakan hukum yang mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta karakteristik transaksi digital. 

Pendekatan hukum yang adaptif diperlukan agar sistem perlindungan konsumen dapat 

berjalan secara efektif dalam menghadapi berbagai bentuk wanprestasi yang muncul 

dalam kontrak digital. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kontrak digital dalam transaksi e-commerce memiliki keabsahan hukum yang sama 

dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana 

diatur dalam hukum perdata serta didukung oleh pengakuan hukum melalui Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Meskipun kerangka regulasi tersebut telah memberikan dasar perlindungan 

hukum bagi konsumen, dinamika praktik perdagangan digital masih memperlihatkan 

adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen yang berpotensi 

menimbulkan wanprestasi, terutama melalui penggunaan kontrak baku dan keterbatasan 



transparansi informasi dalam sistem transaksi elektronik. Saran yang dapat diberikan 

adalah perlunya penguatan regulasi turunan yang lebih adaptif terhadap karakteristik 

transaksi digital, peningkatan pengawasan terhadap praktik kontrak baku dalam platform 

e-commerce, serta peningkatan literasi hukum masyarakat agar konsumen memiliki 

pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya dalam transaksi digital 

sehingga tercipta sistem perdagangan elektronik yang lebih adil, transparan, dan 

memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. 
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